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Doing modifications to a vehicles has become a common thing for people to
do, one of the modifications is changing the standard exhaust to a loud
exhaust. In fact, the use of exhausts that exceed the sound threshold has been
regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and
Transportation. Based on that information, this research will discuss law
enforcement for loud exhaust users from the Purbalingga Police Traffic Unit
and the obstacles in enforcing these regulations. This research was
conducted using a juridical-empirical method by conducting observations
and interviews with related parties. The Purbalingga Traffic Police have
taken preventive action to implement Article (12) letter G of Law No. 22 of
2009 and also repressive action in the form of fines, confiscation and even
criminal penalties. Meanwhile, the obstacle faced by Purbalngga Traffic
Police is the lack of public knowledge about the rules for using Brong
exhaust.
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1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi sudah tidak dapat dibendung lagi seperti saat ini mencakup hampir di semua
bidang. Perkembangan teknologi juga pasti mempengaruhi bidang transportasi di Indonesia secara signifikan,
mulai dari transportasi darat, air, maupun udara. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk di Indonesia
menjadikan transportasi menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Hampir setiap
individu memerlukan transportasi untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari mereka dengan mudah. [1]

Dengan banyaknya pilihan transportasi maka akan memberikan kemudahan terhadap mobilitas
masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mudah, cepat, dan efisien. Salah satu moda transportasi
yang dominan di Indonesia merupakan kendaraan bermotor. Menurut data Korlantas Polri bulan Februari 2024,
populasi kendaraan bermotor di Indonesia berjumlah 160,65 juta unit, yang mana sepeda motor menyumbangkan
angka sebanyak 134,18 juta unit dari total tersebut. Banyaknya jumlah sepeda motor di Indonesia bukanlah tanpa
alasan, namun karena sepeda motor dibanderol dengan harga yang relatif murah dan juga sepeda motor dianggap
lebih efisien karena dapat menghindari kemacetan serta dapat memasuki gang sempit.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat mendorong munculnya ide-ide kreatif dari masyarakat tak
terkecuali dalam bidang otomotif. Munculnya ide-ide kreatif seseorang dalam membuat maupun menginovasikan
suatu hal salah satunya didorong oleh kebutuhan ekonomi. Dalam kenyataanya, ide-ide kreatif tersebut haruslah
mematuhi peraturan yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat tetap berjalan dengan lancar dan tertib.
Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, isinya menyatakan bahwa
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Indonesia adalah Negara Hukum yang berarti semua tindakan dari penyelenggara negara dan masyarakat harus
sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pasal tersebut, maka diharapkan masyarakat akan patuh kepada
hukum yang berlaku demi keamanan dan ketertiban bersama. Namun dalam kenyataannya, banyak masyarakat
yang masih tidak mematuhi norma hukum yang berlaku [2].

Salah satu perbuatan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sejalan dengan norma hukumnya adalah
dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan supaya situasi lalu lintas aman, nyaman, tertib, dan patuh selagi berkendara.
Masyarakat diperlukan untuk bisa menerapkan peraturan yang berlaku saat berkendara di jalanan umum. Jika ada
suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang
sehingga kondisi lalu lintas akan tetap berjalan aman, tertib, dan taat.[3]

Berbicara mengenai kendaraan bermotor sudah pasti tidak dapat dilepaskan dari modifikasi yang
dilakukan oleh kalangan pecinta otomotif. Di kalangan pecinta otomotif baik itu sepeda motor maupun mobil
pribadi, para pemilik tidak ingin kendaraannya terlihat mirip seperti kendaraan kebanyakan orang. Salah satu cara
untuk menjadikan kendaraannya menonjol dibandingkan milik orang lain yaitu melakukan modifikasi.[4]

Modifikasi yang kerap kali dilakukan oleh para pecinta otomotif adalah mengganti knalpot kendaraan
mereka menggunakan knalpot racing. Penggantian knalpot standar pabrikan dengan knalpot non-standar adalah
satu dari banyaknya bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam bidang transportasi lalu lintas. Setiap
pengendara kendaraan bermotor sudah seharusnya mentaati peraturan yang berlaku [5]. Pengendara kendaraan
bermotor wajib untuk mengerti dan belajar tentang peraturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu, menggunakan
knalpot brong merupakan salah satu hal yang dikategorikan tidak masuk kualifikasi syarat teknis yang telah
ditetapkan Kemenhub dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Sehingga menggunakan knalpot racing di
sepeda motor dianggap telah menyalahi peraturan yang telah ditetapkan dari pihak Kemenhub [6]

Di Indonesia sendiri ada sebuah daerah yang sangat terkenal dengan industri knalpot. Kabupaten
Purbalingga sudah sangat terkenal akan industri knalpotnya bahkan hingga mancanegara. Kabupaten yang terletak
di Jawa Tengah ini sampai dijuluki sebagai Kota Knalpot dikarenakan banyak sekali industri knalpot di kota ini
yang pada tahun 2020 produksinya mencapai 800 ribu unit. Produksi knalpot di Purbalingga dapat dikatakan
cukup beragam mulai dari yang dibandrol dengan harga yang ekonomis hingga yang dinilai cukup fantastis. Selain
itu, banyak produsen yang sudah mempunyai mereknya sendiri namun masih banyak juga yang mereplika dari
merek yang sudah terkenal atau bisa disebut knalpot KW.

Pembuatan knalpot handmade (buatan sendiri) biasanya tidak terlalu memperdulikan tingkat
kebisingannya karena dalam proses pembuatannya tidak dilakukan pengukuran yang sesuai dengan peraturan
yang berlaku seperti pada tingkat kebisingannya. Para produsen lebih sering mengedepankan kerasnya suara dari
knalpot produksinya dan hal itu masih sangat diminati oleh para konsumen, bahkan terkadang konsumen dapat
memesan untuk dibuatkan knalpot dengan tingkat kebisingan yang sesuai dengan keinginannya [7].

Maraknya penggunaan knalpot racing dapat menggambarkan masih minimnya kesadaran hukum di
masyarakat mengenai peraturan lalu lintas saat berkendara di jalanan umum. Di wilayah Kabupaten Purbalingga
selaku pusat industri pembuatan knalpot, masih sering dijumpai pengendara sepeda motor memggunakan knalpot
racing yang kebanyakan adalah kalangan remaja yang menyebabkan mereka mengendarai motor dengan ugal-
ugalan hingga melakukan balap liar di jalanan umum. Suara berisik yang berasal dari knalpot racing dapat
dianggap melanggar persyaratan teknis dan keamanan kendaraan sepeda motor yang telah diatur dalam Undang-
Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan knalpot racing, maka pengendara kendaraan
bermotor dapat dikatakan melakukan sebuah pelanggaran terhadap Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan
layak jalan meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya,
alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3)
juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan
Kendaraan Bermotor melengkapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Menurut peraturan tersebut, dikatakan bahwa ambang batas kebisingan untuk kendaraan bermotor itu
berbeda-beda. Untuk kategori di bawah 80 cc tingkat kebisingan maksimalnya 85 dB (desibel), kategori 80-175
cc tingkat kebisingannya maksimal 90 dB (desibel), dan untuk kategori di atas 175 cc maksimalnya tetap di angka
90 dB (desibel) [8].

Hingga saat ini masih sering dijumpai para pengendara roda dua yang memakai knalpot racing di jalanan
umum Kabupaten Purbalingga. Maraknya pemakai knalpot racing di jalanan umum Purbalingga ini bisa diartikan
bahwa penanggulangan knalpot racing di Kabupaten Purbalingga masih belum efektif. Dari hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa kesadaran dari masyarakat Purbalingga sendiri masih kurang terhadap Undang-Undang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalamnya mengatur tata cara berkendara yang baik, serta di dalamnya terdapat

Proceedings homepage: https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/issue/view/32



https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/issue/view/32

264 ISSN: 2808-103X

aturan dalam penggunaan knalpot racing. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang acuh terhadap pelanggaran lalu
lintas dapat menjadi isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan menarik untuk diteliti

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum
empiris bertujuna untuk mengamati begaimana hukum diterapkan dalam kehidupan secara nyata, seperti
implementasinya dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis karena
mengambil fakta-fakta atas kejadian yang terjadi di masyarakat, lembaga pemerintah, dan badan hukum. Dalam
penelitian ini, hukum tidak saja diteliti melalui aspek normatifnya saja, namun juga diteliti mengenai
implementasinya di masyarakat [9]. Data dalam penelitian ini akan terdiri atas data primer dan juga data sekunder.
Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari data primer berdasarkan hasil dari wawancara dan
observasi secara empiris yang di Kabupaten Purbalingga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Satlantas Polres Purbalingga Dalam Menangani Masalah Knalpot
Brong
Satlantas adalah perpanjangan tangan dari kepolisian yang memiliki tugas mengawasi dan menegakkan

aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk memastikan terjaminnya ketertiban masyarakat dalam berlalu
lintas. Demi mencapai tujuan tersebut serta supaya peraturan bisa berlaku semestinya diperlukan adanya sarana
untuk menegakkan aturan tersebut.[10] Di Kota Knalpot ini banyak sekali keberadaan kendaraan roda dua dan
juga roda empat yang menggunakan knalpot racing. Knalpot difungsikan pada kendaraan sebagai alat peredam
kebisingan dan mengurangi polusi suara yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut.

Penggunaan knalpot brong dianggap sebagai suatu pelanggaran bukan tanpa alasan, melainkan karena
semua pengendaran kendaraan bermotor mempunyai hak-hak yang harus terpenuhi. Mengubah knalpot menjadi
non-standar biasanya dilakukan hanya untuk modifikasi kendaraan pribadinya. Namun, pada praktiknya mayoritas
masyarakat tidak memahami aturan mengenai penggunaan knalpot brong, mereka hanya memikirkan agar bisa
terlihat keren saat di jalan raya dan berpikir semua orang dapat menggunakaennnya. Hanya segelintir orang yang
paham akan aturan mengenai penggunaan knalpot brong akan menimbulkan masalah bagi mereka karena telah
melanggar aturan ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.[11] Masyarakat yang memakai knalpot brong
cenderung berubah menjadi pengendara yang arogan di jalanan, padahal ada hak-hak pengendara lain yang telah
dilanggar olehnya. Pelanggaran tentang penggunaan knalpot brong di Purbalingga lebih sering dilakukan oleh
pengendara roda dua untuk memodifikasi kendaraan mereka.[12]

Pelarangan terkait dengan penggunaan knalpot racing ini diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu “Setiap orang
yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi
kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur
kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat
(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.[13]

Satlantas Polres Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa tindakan terhadap penggunaan knalpot
brong pada kendaraan pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut:[14]

1) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang lalu lintas sesuai dengan

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal
(12) huruf G yaitu “Pendidikan Lalu Lintas” yang kewenangannya diberikan kepada pihak
Kepolisisan. Edukasi yang dilakukan yaitu dengan cara menyampaikan pada masyarakat mengenai
aturan-aturan dalam berlalu lintas yang berlaku termasuk pengaturan mengenai penggunaan knalpot
brong agar masyarakat dapat menaati aturan tersebut.[15]

2) Melakukan kampanye untuk tertib dalam berlalu lintas dipimpin oleh Satlantas Kabupaten
Purbalingga yang merupakan bagian dari pendidikan lalu lintas. Kampanye ini memiliki tujuan untuk
memberikan pengetahuan tentang ketertiban dalam berlalu lintas. Kegiatan ini juga telah sesuai
dengan isi dari Pasal 12 huruf G Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yaitu “Pendidikan Lalu Lintas”.
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Selain melakukan tindakan preventif atau pencegahan seperti yang disebutkan di atas, Satlantas Polres
Purbalingga juga melakukan tindakan represif yang berupa pemberian tilang bagi pengguna knalpot brong yang
dilakukan secara berkala. Sanksi tilang yang dilakukan oleh Satlantas Purbalingga ada beberapa macam, yaitu:
(1) Sanksi berupa denda, merupakan pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya (paling banyak Rp. 250.000,00)
ditentukan setelah mengikuti sidang tilang; (2) Sanksi Penyitaan, merupakan penyitaan motor secara sementara
sampai pengguna membawakan knalpot standarnya; (3) Sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) bulan.[16][17]

Penggunaan knalpot brong tidak memenuhi dua unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pada aturan mengenai emisi gas buang dan kebisingan
suara yang diatur pada Pasal 48 Ayat (3). Kebanyakan anak muda di Purbalingga menggunakan knalpot brong
sebagai sebuah alat agar suara kendaraannya terdengar gahar, dan meningkatkan performa kendaraan mereka.
Anak muda yang menggunakan knalpot brong seringkali merasa bangga dengan suara yang dihasilkan oleh
knalpot mereka karena membuat kendaraan mereka terdengar gahar dan keren saat berkumpul dengan teman-
temannya.[18]

b. Hambatan Penertiban Pengguna Knalpot Brong Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefenisikan lalu lintas sebagai suatu gerak kendaraan dan

orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi pergerakan kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
Pemerintahan bertujuan untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, cepat, lancar, tertib dan teratur,
serta nyaman dan efesien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. [19]

Selain mengatur cara berkendara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ juga mengatur
dengan jelas mengenai larangan penggunaan knalpot brong. Dengan aturan yang jelas seharusnya polisi bisa
menertibkan para pengguna knalpot brong yang berkeliaran di jalanan umum. Namun dalam praktiknya
masyarakat masih seringkali terlihat menggunakan knalpot brong di jalanan umum. Ada beberapa hal
mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, mengutip dari pendapat Soerjono Soekanto antara lain: [20]

1) Faktor yang dipengaruhi oleh hukumnya itu sendiri, bermula dari undang-undang itu sendiri yang
masih memiliki permasalahan, seperti memiliki ketidakjelasan dalam mengartikan kata-kata dalam
UU, sehingga akan menimbulkan salah penafsiran dan penerapannya. Karena ketidakjelasan kata-
kata dalam perumusan pasal-pasal akan mempengaruhi penegakan hukum untuk diterapkan. Soerjono
Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari
undang-undang mungkin disebabkan, karena: [21]

a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.

b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-
undang.

c) Ketidakjelasan arti kalimat dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di
dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor yang dipengaruhi oleh para penegak hukumnya, secara sosiologis, maka setiap penegak
hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan
posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau
rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan
kewajiban- kewajiban tertentu. Memiliki maksud penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan penegakan hukum seperti Jaksa,
Hakim, Advokat, dan Polisi.[22]

3) Faktor yang dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang kurang
mendukung atau kurang memadai maka, tidaklah mudah dalam melakukan penegakan hukum. Faktor
sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh
perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada
hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam
tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus
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yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis
polisi dianggap belum mampu dan belum siap.[23]

4) Faktor yang dipengaruhi oleh kebudayaan, pada dasarnya kebudayaan mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku dan terdapat nilai-nilai yang memuat konsepsi abstrak mengenai apa
yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa saja yang dianggap buruk untuk dihindari. Dalam
kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut
Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu
mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan
sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu
garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan
apa yang dilarang.[24]

5) Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini Soerjono Soekanto
kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat
dapat mempengaruhi penegakan hukum tesebut. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit
banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu
kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.[25]

Mengikuti pendapat dari Soerjono Soekanto, maka dapat disimpulkan Adanya derajat kepatuhan hukum
masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap
masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta
menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan
sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.[26][27] Namun
penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara semena-mena karena pada setiap masyarakat akan memiliki faktor
yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Khususnya untuk kabupaten Purbalingga, kepolisian
tidak terlalu tegas terhadap penggunaan knalpot brong mengingat produksi knalpot merupakan salah satu sumber
pendapatan dari Kabupaten Purbalingga.

4.  KESIMPULAN

Satlantas Polres Purbalingga telah melakukan upaya-upaya dalam pencegahan dan penanggulangan
terhadap pelanggaran pengguna kendaraan sepeda motor dengan suara knalpot yang melebihi ambang batas
kebisingan di Kabupaten Purbalingga yaitu dengan upaya Preventif, dan upaya Represif. Upaya Preventif yang
dilakukan yaitu mengedukasi masyarakat terkait pengetahuan hukum mengenai lalu lintas. Sementara itu, upaya
represif dapat berupa pidana denda maupun penjara. Penggunaan knalpot brong tidak memenuhi dua unsur yang
ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 Ayat 3
(tiga).

Hambatan yang dihadapi Satlantas Purbalingga mayoritas berasal dari masyarakat itu sendiri. Masih
banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Purbalingga ini membuktikan kurangnya kesadaran
hukum masyarakat mengenai aturan lalu lintas. Padahal Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu
ditanamkan kepada seluruh warganegara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan.
Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti,
ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan
perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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